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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 ‘TAITUN 2003 '
- TENTANG
' PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DALRAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

“Menimbang : a. bahwa dalum rangka pelaksunaan ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkal Daerah;
b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat  Daerah yang
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
lidak sesuui lagi dengan keaduan dan perkembangan penataan
Pemerintahan Daerah:
c. bahwa schubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu
menetapkun  Peratran  Pemerinth entang  edoman

Organisasi Perangkat Dacruh:

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang  Pakok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambuhun Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telal
diubah dengan Uﬁdung-undang Nomor 43 Tuhan 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, ‘Iimbahan -
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang Pemerintahan
-~ Daerah (Lemburan Negara Tahun 1999 Nomar 60, “Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang ...
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrub (Lembari
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembagan Negira
Nomor 3848): _ '

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Propinsi Daerah Khusus Ihukot Negara Republih Indonesia
Jakarta (Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 146,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 ‘Tubun 2000 lentang
Kewenangan Pemerintl dan Kewenangan Propinsi Schagai
Dacrah Otonom  (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG  PEDOMAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal ]
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya  disebut Pemerintah, adalah
Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri
dari Presiden beserty para Menteri,

2. Pemerintah ...
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daeruh boseria Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutil Duerah.
Desentralisusi adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada Dacrah Otonom dalam Kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi  adalah pelimpithan wewetang  dari
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemeriniah dan/

atau perangkat pusat di Daerah.

Otonomi Daerah aduluh kewenangan Dacraly Otmam untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan asPIras ) aasyarikat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah  otonom, sliutnya  disebur  Dacrah, adalaly
kesatuan masyarakat hukum yang mempunya hatas daerah
tertentu, berwenang mengatur dan mengurus hepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsy sendini berdasarkin
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Perangkat Duc_:_rfuh adalah organisasiZlembaga Packis
Pemerintah Dacrah yang bertanggung jiswah kepada Kepala
Dacrah dalam rangka pcnyclcngguramu pemerintahan yang
terdiri duri Sekretariat Dacrah, Dinus Daerah dan Lembaga
Teknis Duacrah, Kecamaan, dan Satuan Polisi Pamong Prija

sesuai dengan kebutuhan daerah, )

Kepalo Dacrah adalah Gubernur, Bupali dan Walikota.

9. Sckretariat ...
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Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu  pimpinan
Pemerintah Dacrah,

Sekretariat DPRD adatah unsur peluyanan DPRD.

Dinus Daerah adalah unsur pelaksang Pemerintal Daerah,
Lembaga Teknis Daerah adaluh unsur pelaksana tugas
tertentu  yang  karena sifatnya  tiduk lercakup  oleh
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah
Daerah dalam memelihara ketentraman  dan  ketertiban
umum serta menegakkan Peraturan Dacrah.

Unil Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional
Dinas/Lembaga Teknis Dacrah,

Kecumatan adalah wilayah kerja Camat sebagin perangkat
Duerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Kelurahan adalah wilayah kerju Lurah sehagai perangkat
Daerah Kabupaten  danvatay Dacrah Kot i hawah
Kecamatan. N

Eselon adalah tingkatin Jabatan struktural,

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KRITERIA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAN

Pasal 2

(1) Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pculilulumgun :

a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Duerah:

b. karakteristik ...
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karakreristik, potensi, dan kebutuhan Duerah;

kemampuan keuangan Dacrah:

o o

ketersediaan sumber daya aparatur;

[ 11

pengembangan pola Kerja siwma antar Dacrali dan/atau dengan
pihak ketiga.

Organisasi Perungkat Daerah sehagaimana dimaksud dalam ayal (1)
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah sesual dengan pedoman yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerinil i,

Peraturan Dacrah sehagaimana dimaksud didam ayat (2) menctapkan
pembentukan, Kkedudukan, tugas, ftungsi dan  strukiur Organisasi
perangkat Dacrah.

Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Duerah sebagaimina dimaksud

dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daeral.

Pasal 3

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria

penataan Organisasi Perangkat Daerah,

Kriteria sebaguimuna dimaksud dalam ayat (1) tercumum dulam’

lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB LI ..,
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BAB 1N

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH PROPINS]

Bagian Pertama
Sekretariat Dacrah Propinsi

‘ Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah Propinsi mcrupakan unsur pembantu pimpinan
Pemerintah Propinsi dipimpin oleh scorang Sckretaris Dacrah yung,
berada di bawah dan bertangguny jawab kepada Gubernur,

(2) Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai wgas membaniee Gubernur
dalam  melaksanakan ugas  penyelenggaraan pemerintahin,
administrasi, organisasi dan 1 faksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh Peranghat Dacruh Propinsg.

(3) Dalam melaksanakan twgis sebagamana dinuiksud  dalin ayat (2),

Sekretariat Dacrah Propinsi menyelenggarakan Tungasi :

a. pengkoordinasian  perumusan hebijuhan = Pemenimtah Dacrah

Propinsi;
b. penyelenggaraan administrasi pemerintithan;
C. pengelolaan sumber daya aparatur, Kewangan, prasarana dan sarang

Pemerintahan Daerah Propinsi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya,

Bagian ...
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Bagian Kedua
Dinas Daerah Propinsi

Pasal §

Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana  Pemerintal
Propinsi dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Dacrah,

Dinas Dacrah Propinsi mempunyai Jugas melaksanakan hewenangan
desentralisasi  dan dapat  diwgaskan  untuk miclithsunakan
penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkin oleh Pemerintaly kepada

Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.,

Tugas dekonsentrasi sebuagaimany  Cimaksud  dalung ayat  (2)

dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dadim ayat (),
Dinas Daerah Propinsi menyelenggarakan fungsi:

4. perumusan kebijakan teknis sesuui dengan linghup gasny g;

b. pemberian perizinan dan pelaksanain pelayanan uimin;

C. pembinaan pelaksanaan lugas sesuai dengan lingkup lugasnyi.
Dinas Daerah Propinsi sebanyuk-lmnyuknyu terdiri dini 10 {seuituh)

Dinas.

Dinas Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakara sebanyak banyaknya
terdiri dari 14 (empat belas) Dinas.

Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di Daerah Kubupaten/Kot
dapat dibentuk Unit Pelgksana Teknis Dinas Dacrah Propinsi yiang

wilayah kerjanya metiputi saty atay beberapa Daeruh Kabupien/Kou.

(8) Unit ...
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ropinsi sehagaimana dimaksud
dalam ayat (7) menyelenggarakan fungsi :

(8 Unit Pelaksana Tcknis Dinas Dacrah p

@ pelaksanuan  kewenangan Propinsi — yang  masih ada di

Kabupaten/Kota pada saat berlukunya Peraturan Pemeriniah ini;

b.  pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kola yang diserahkan pada

Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -

€. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada

Propinsi dalam rangka dekonsentrasi.

#%: Unit Pelaksana Teknis Dinas Dacrah Propinsi sebagaimana dimaksud
 dalam ayat (7) dan ayat (8), me

Propinsi,

rupakan bagian dari Dinas Daerah

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daeraly Propinsi

Pasal 6
{!} Lembaga Teknis Daerah Propinsi me

rupakan unsur pelaksana tugas

tertentu, dipimpin oleh scorang Kepala yung berada di bawah dun

bertanggung juwab Kepada Guh'.rnur nn.l.:luu Sekictans D.u.mll.

(‘? Lembaga Teknis Daeral Propmst mempunyai ugas nielaksanakan

ugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat

Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugusnya,
{3) Tugas tertentu Lembaga  Teknis Daeruh Propinsi  sehaguimang

dimaksud dalam ayat  (2), meliputi bidang  penclition Jan

pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan Jan pelatihan,

perpustakaan,  kearsipan  dan dokumentasi, Kependuduban,  dan

pelayanan keschatan.

¢ Dalam .
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(4) Dalam melaksanakan_ tugas schagaimana dimaksud didam, ayal (2),

(7)

(1)

(3)

Lembaga Teknis Daerah Propinsi menyetengparakan fungsi
4. perumusan kebijakan teknis sesuuj dengan lingkup lugasnyu,

b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daeral,

Lembaga Teknis Daerah Propinsi - sebagaimany dunaksud  dadan

dyat (2), dapat berbentuk Badan, Kantor dun Rumah Sakit Dacrah.

Lembaga Teknis Dacrah Propinst  sebagaining  dimaksud ditkiom
ayat (2), terdiri dari sehunyak-h;my;nk-nyu & (delapan).

Pada Lembaga Teknis Dueral Propinsi, dapat dibentuk Uni Pelaksini
Teknis tertentu unmuk melaksanakan sebagian tugas Lembuga Teknis

Daerah Propinsi tersehut yang wikayah kerjunya dapat mehiputi lebily

dari satu Kabuputen/Ko.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh scorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

——

[

Satuan Polisi Pamong  Pruja mempunyai lupas menyelenggurakan
ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peratura
Daerah Propinsi.

Organisasi dan tatg kerj.én Satuan Polisi Pamong  Praju ditetapkan
dengan Perawran Daerah Propinsi sesuat dengan peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

BABI1V ...
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BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI ,
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 8
Sekretariat Daerah  Kabupaten/Kota merupakan  unsur pemibanty
Pimpinan  Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin  oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati/ Walikota.

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kola mempunyai - tgas  membanu
Bupati/Walikota  dalam  meluksanakan tgas  penyelenggarian
pemerintahan, administrasi, organisasi - dan Gt Lihsana serty
memberikan pelayanan administratir kepada seluruh Peranghat Daerah

Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sefagaimuny dimaksad dalam ayat {2),

Sekretariat Daerah Kabupaten/k ot menyelenggarakan lungsy

a. pengkoordinasian  perumusan Kebijukan  Pemerimal Dacrah
Kabupaten/Kota:

b. penyelenggaraan administrasi pemerintihan;

¢. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarang dan sarana

pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

d. pelaksanain tpas lain yang diherikan oleh Bupatir'Walikota sesuai

dengan tugas fungsinya.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Dinas Daerah Kabupaten/Kota

-Pasal 9
Dinas Duaerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemeriniah
Kabupaten/Kota dipimpin oleh scorung Kepala yang berada dj bawaly
dan bertanggung jawub kepada Bupati‘Walikots melalui Sckretaris
Daeral.
Dinas Daerah Kubuputen/Kota mempunyai  tugas  mielaksanakan

kewenangan desentralisasi.

Dalam melaksanukan tugas sebugaimana dimaksud dakim ayat (2),
Dinas Daerah Kubupuien/Kow menyelengparakan lungsi:

d. perumusan kebijukan teknis sesuai dengan lingkup wgasnya:

b. pemberian perizinan dun pelaksanaan pelavanan winein:

¢. pembinaan terhadap unit peluhsaiig teknis dinas dalam lingkap

tugasnya.

Dinas Daerah Kubupaten/Kota schanyuk-banyaknya terdivi dari 14

(empat belas) Dinas. ~.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kots dupat dibentuh {hng Pelaksina
Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanahin sehig i
tugas Dinas yang mempunyui wilayah kerja sate heberapa

Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Ku sehagaiming -

dimaksud dalam ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala yang beradi Ji
bawah dan bertanggung juwih Kepada Kepalie Dinas dun T
operasional dikoordinasikan oleh Cama.

Bagian ...
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Bag__iun Ketiga
Lembaga Teknis Daeral, Kabupaten/Koty

Pasal 10

- (1) Lembaga Teknis Daceruh Kabupaten/K oy merupitkien ynsur pelaksana
(ugas tertentu, dipimpin oleh seorung Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung juwab kepada Bupati/Walikug melalui Sckretaris Daeral,

(2) Lembaga Teknis Duery) Kabupaten/Ka mempunyai lugas melaksanakan
tugas tertentuy yang Kareny sifatnya jduk tercikup oleh Sckretariag

Daerah dan Dinag Daerah Kabupaten/K o,

*(3) Tugas tertenty Lembaga Teknis Ducrah Kabupaien/Kota sebagaimang

dimaksud dalam ayat (2) meliputi bidang penclitian dun pengembangan,

Perencanaan, pengawasun,

kearsipan dan dokuinentasi, kcbcndudukuu. dun peiyunan Keschatan,

" (4) Dalam melaksanakun tugas sebagainug dimaksud  dalam ayat (2),
Lembaga Teknis Dacryh Kabupaten/K oy menyclengparakan lungsi ;

4. perumusan kebijukun teknis sesual dengan lingkup tugasnya;
b. penunjang penyelenguaraan pemerintzhan Ducraly,

5) Lembaga Teknis Duerahy Kabupaten/Kouy schagainmung dimaksygd dalam

dyat (2), dapat berbenmuk Budun, Kuntor, Jun Rumah Suky Dacraly
(6} Lembaga Teknis Duerah Kubupaten/Kaoty sebagunmung dunahsug Jdulum
ayat (2), terdiri darj scbunyak-banyuknyu 8 (delapany.

- (7) Pada Lembaga Teknis Dacruh Kabupatew Koy, dapat dibentyk  Unig
Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sehugian tugas Lembagy
Teknis Daerah tersebu yang wilayah Kerjanya dupa meliputi febih dyrj
satu Kecamatan,

Bagian ..

pendidikan  Jap pelatihan, perpustakaan, .
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Bagian Keempay
Satuan Polis| Pamong Praju

Pasul 1]
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oich seorieng Kepala ying berads

di bawah dan bertanggung juwah kepada Bupati/Waliko melalui
Sekretaris Daerah,

(2) Satuan Polisj Pamong Praja mempunyai tugas menyelengparakan
ketentraman dan ketertiban Umum serta untuk menegakhan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Organisasi dan tara Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan
dengan Peraturan Ducrah Kulmp;ncn/l;\'nl;n Sestan dengan periuran

yang ditetapkun oleh Pemerintl,

Bagian Kelin
Kecamatan

Pasal 12

(1) Kecamatan merupakan  perangkal  daerah Kabupaten/Kuta yang
meémpunyai wilayah Kkerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berad:
di bawah dan bertanggung  jawab kepadu Bupati/Walikow melalui

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,

(2) Camat diangkat oleh Bupati/Walikots  atus usul Scekretaris  Daerals
Kabupaten/Kota duri Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(3) Camat menerima pelimpahun sebagian Rewenangan pemerintahan dari
Bupati/Walikot.

. (4) Pembentukan ..
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(4) Pembentukan Kecamaian ditetapkan dengan Peraturan Dacrah. |

(5) Pedoman mengemii organisasi  Kecumatan ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri scteluh mendapat persetujuan Memeri yang bestanggung

Jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negary,

‘BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYA'T DAERAN

Bagian Pertamy
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacral IPropinsi

Pasal 13
(1) Sekretariat Dewan Perwukilan Rakyat  Dueral Prapinsi ying
selanjutnya disebut Sekreturiat DPRD  Propinsi merupikan  unsur
pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang bertanggung jawab kepada Pimpinan PR dan secary

administratif dibiny oleh Sekrelaris Dugrah Propinsi

(2) Sekretariat DPRD Propinsi Mempunyu wgas mcmbenihan pelayanan

Kepada anggola DPRD Propinsi.

(3) Dalam melaksanakan wgas  sehagaimana  dimahawd e d|;ql;|m
ayat (2), Sekretariat DPRD Propinai menyvelenggirahan fungsg :
i, fasilitasi rapm anggota DPRD Prupinsi:
b pelaksanaan urusan rumai; tangga DPRD Propinsi:

. pengelolauan wta usahy DPRD Propinsi.

Bagiun ...
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Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyut Daerah Kabupaten/Koty

Pasal 14

(1) Sekretariat Dewup Perwakilun Rukyaut Daerah ‘Kuhupatcn/}(ota yang

selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabuputen/Kota merupakan unsur
Pelayanan terhadap DPRD Kabuputen/Koty, dipimpin olel seorang
Sekretaris yang bertanggung jawah kepada Pimpinan DPRD dan secary

administratif dibina vleh Sekretaris Daerah Kubupaien/ Koty

Sekretariat DPRD Kabupaten/Koty mempunyai  ugas memberikan
pelayanan kepada “nggols DPRD Kabuputen/Koy

Dalam melaksanukan lugas sebagaimuna dimaksuy dalam ayar (2),
Sekretariat DPRD Kubupatcr]/!(ota menyelenggarakan fungsi

d. fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten/Koty:

b. pelaksanaan urusuy rumah tangga DPRD Kubupaten/Ko, .

€. pengelolaan tata usaha DPRD Kubupaten/Kuty,

BAB V]
' SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Pertany
Perangkat Dacral Proupinsi

Pasal 15

(1) Sekretariat Daerah Propinsi terdiri Jurj schun)uk-h.m).lkll);l 2 (dua)

Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sckretaris Ducraly RN - 1asing
terdiri darij 3 (tiga) Biro, Biro terdiri duri schunyuk-lnmyuku);l 4 (empa)

Bagian, dan Bagian terdiri dari suhunyuk-hunyuknyu 3 (tiga) Subbagian,

) Dinay ...
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Dinas terdiri durj | (smu)wBugi;m Tata Usaha dun 4 (empary Bidung,
Bugian Tata Usany terdiri® dari 2 (guy) Subbagian, dan Bidang tendiri
dari 2 (dua) Seksi.

Badan terdiri darj | (satu) Bagian Taty Usahy dan schunyak-lmnyuknyu 3
(tiga) Bidang, Bagiun Tatd Usahy terdiri darj .\'ch;znyuk-hunyuknya 2
(dua) Subbagiun, daj Bidupg lerdiri dari suhunyuk-banyuknyn 2 (duu)
Subbidang,

Kantor terdir; dari | (salu) Subliugivn Tuiy Usaha dan sehunyak-
banyaknya 3 (tiga) Scksi,

Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembagy Teknis Dacrah Propingi terdiri

dari 1 (saty) Subbagiun Tata Usaha dun Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduy
Perangkat Daerah Kabupaten/Koty

Pasal 16

Sekretariat Daeryl, Kabupaten/Kouy terdiri dari schunyuk-bsmyaknyu 3
(tiga) Asisten Sekretaris Daeran Rubupaten/Kou, Asisten Sekretaris
Daerah terdiri durj .\'cbunyak-bunyuknyu 3 (empat) Bagian, dun Bagian
terdiri dari sebanyuk-bunyaknya 3 (tiga) Subbugiun,

Dinas terdiri durj ) (satu) Bagian Tuw Usaha day 4 (empaty Bidung,
Bagian Tata Usuy terdiri dari 2 (duy) Subbugiun, dun Bidung terdiri
dari 2 (dua) Seksi. "

Badan terdiri darj | (satu) Bugian Tata Usyhy Jdun whwynk‘hu.nyukn)a
3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usahy terdiri durj .sclwu)ak-h:myuknya 2
(dua) Subbagian, dun Bidung terdiri duri s'cbunyuk-hunyuknyu 2 (dua)
Subbidang. ‘

) Kamor .,
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(4) Kantor terdir; dari 1 (saty) Subbagion Tu Usaha dan sebuinyak-
banyaknya 3 (tiga) Seksi,
- (5) Kecamatan 1erdiri dari 1 (suiu) Svkretariag, sulmnyul\-h:my::knyn S
(lima) Seksi, dan Kelompok Jabatan Tungsiona),
(6)  Uniy Pelaksany Teknis Dinus/L-.'mh;tg.'l Tehins Daciah Kabupaen/Kag,
terdiri darj Kelompok Jabatan Fungsiongl. : -
.. () Unit Pelaksany Teknis Dinas Duergn KabuputensK oy berupa Sekalan
Lanjutan Tingkat Pertamy dap Sckolah Menengah 1erdiri duri Kupulﬁ
yang dijabat ojel pcjuh;u‘l'ungsiunul BUTUL tala usaha dan Kelompok

jabatan fungsiony)

Bagian Ketiga
Sekretariu Dewan Perwakilan Rukyat Dueran

Pasal 17

(1) Sekretariat DPRD Propinsi werdiri dari .wh;m_\;:k-l);a:a)-uklly;u 4 (empat)
Bagian, dan mu.\'ing-musing Bagiun terdir dan \'vh.myuk-hunyukny;u ]
(dua) Sub Bagiun,

(2)  Sekretaria DPRD Kubupaten/Kag terdiri Jary wh;myuk-h;myuknyu 4
(empat) Bagian, dup mMasing-masiny Bugian rerdir dari sebanyak.

bunyaknya 2 (Juit) Sub Bagian.

Bagian Keemput
Kelurahany

Yasal 18
(1) Kelurahan merupakan Perangkat  Kecamarup yang dipimpin  olel
Kepala Kelurahan yang disebut Luyral yang berada di hywaj dun
bertanggung Jawab kepada Camat.

-

{2) Lurah ..




(4)
(5)

(6)
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Lurah diangkat duri Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syaral oieh
Waliketa/Bupati atas ugy Camat.
Lurah menerimg pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintaban dari

-

Camat.
Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Dacral.
Kelurahan terdiri dari Lurah, Sckreturis Kelurahan dan sehanyak-
banyaknya 4 (empat) Seksi.

Pedoman mengenai organisasi Kelurahan ditetapkan olel 'Mcmuri
Dalam Negeri setefah mendapi persetujuan Menieri yang bertanggung

jawab dj bidang Pendayagunaun Aparatur Negara,

BAB vi]
ESELON PERANGKA'T DA ERALL

Bagian Pertany
Esclon Perangkat Ducral Propinsi

Pasal 1Y
Sekretaris Ducrah Propinsi adulal; Jubitan Eselon I,
Kepala Dinas, Asisien Dacral Prapins, Kepala Lembaga  Teknis
Daerah yang herbemyk Budun, dan Sekretaris DPRD Propinsi adalah
jabatan Eselon 11y, —
Kepala Biro adaluh jabatan ¢selon 1y,
Kepala Kantor, Kepala Bagian, Repaly Bidung. dun Kepaly Unig
Pelaksana Tekniy Dinus/Lcmhugu Teknis Daerah Propinsi, adatul
Jabatan Eselon Hla! «
Kepala Seks;, Kepala Subbuagian, dan Kepala Subbidany di Propins
adalah jabatan eselon V3. |

. Bagian .,,



Bagian Kedua
Esclon Perangkat Dacrah Kabupaten/Koty

Pusal 20

(1) Sekretaris Dacrul Kabupaten/Kota adadah jabatan Eselon M, -

(2) Kepala Dinas, Asisten Sckretariy Dacrah Kubupaten/Kuog, Kepala
Badan, dan Sékruluris DPRD di Rabupaten/Kot adalah Jubatan Eselon
lip.

/
(3) Kepala Kantor, Camul, Kepala Bagian dan Kepaly Bidang, di
Kabupaten/Kotu adalah jubatan Eselon Ula.

(4) Kepala Seksi, Kepaly Subbagian, Sckreturiy Cumat, Lurah, Kepaly
Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten/Kou adalah jubatun Eselon | Va.
(5) Sekretaris Kelurahan dap Kepala Seksi pada Keluralum adalah jnhul:m‘
Eselon IV,

Pasal 2]
Eselon Kepula Tay Usaha Sekola) Lanjutun Tingkat Pertang dun Kepa
Tata Usaha Sekola) Menengah ditetapkun dengan Keputusan Menteri yang

bcrlanggungjawab di biduang pendayagunian aparyiur negars.

Bagianfl\'cliuu
Jubatan Fungsionl

Pasal 22
 Di lingkungan Pemerintah Daerah  dup ditetaphan  jaban tungsiomal

- lertentu  sesuaj dengan  ketentuan periaturan Perunding-undingiin yihg
berlaku.

BARB VHI ...




Ber con 1y

S T T LY I
S TR
BAB Vi

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Pengelolaan anggaran tgas dekonsentrusi pada Dinay Dacrah Prupinsi

dilskukan secary terpisah dari Anggaran Pendupatan dan Belanja Dacrah,

Pusal 24
Organisasi Rumah Suki Dae

Presiden.

rah akan diatur tersendiri dengan Kepulusan

Pasal 25
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung juwab dj

bidang
pendayagunaan aparatur negara melakukan pe

maniawan dan evaluasi serta

memfasilitasi penataan organisasi di lingkungan Pemerinth Ducerali,

Pasal 26

Pengecualian terhadap  organisasi Perungkum D

aerab dalam Peruran
Pemerintah inj, hanyu dupat dilukukan S¢

wlah mendapat perseiuguan Presiden
alas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri yung bertangpong jawab (i
bidang pendayagunaan dparatur nepara,

BABIX ...
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Penetapan Perangkat Daerah Propinsi, Kubuhulcn.’d;m Kot yang buary
dibentuk dan belum mempunyal Dewun  Perwakilun Rakyiat  Dacruh
dilakukan dengan Keputusan Penjubat Kepaly Dyeral setelah mendapa
persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menter yang bertinggung

jawab di bidang pendayagunaan apuratur nepury.

Pasal 2%
(1) Ketentuan mengenai organisasi Jan eselon Perangkat Dacrahy, masily
tetap berlaku sebelum diubuabi/diganti dengan Ketentuan, yang hary
berdasurkan Peruturan Pemerintah inj. "

(2) Penyesuaian atas Peraturan  Pemerinah i dilukukin  selymbat-

lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkinnya Peraturan Pemerintah ini,

BAB X.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturun Pémcrimuh i, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2000 lentang Pedomun Organisisi Perangkat Daerah dan
peraturan lain  yung bertentangun dengan Peraturan Pemerintah  inj
dinyatakan tidak berluky.

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai hcnlluku padis tangpal diundangkun,

Agar ...
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Peraturan Peme

v emerintithkan pengundangan

rintah .inj dengan penempatannys dalam lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jukars,
padit tinggal 17 februap 2003
PRESIDEN REPUBLIK INI JONESIA,
ud
MEGAWA'T] SOEKARNOPUTR]
Diundangkan di Jakarta
rada tanggal 17 Februari 2003 .
STXRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
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el Sekretaris Kabinet
SN
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PENJELASAN
 TATaAs
PERATURAN PEMERINTAIL REPUBLIK INDONESA
NOMOR 8 TAIIUN 2003 ‘
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DaLRALL

1 UMUM

e

Peraturan Daerah sesyaj dengan pedom

. Sesuai dengan penilajan daerah masing-masing,
~ kemampuan keuangan, ketersediaun

- pengembangan pola kerja sama antyr ¢

'"pcnyclcnggaraan otonomi  duerah “sehagai

kesejahteraan masyarakat  dulam
“Indonesia,

Pasal 60 Undang-Undung Nomor 22 7
Duacrah ditetapkan baliwy Perungkat Dac
Dinas Daerah, dan Lembagu Te

ahun 19Y9 fentung Peinerintahan
rah terdiri atas Sckretariag Daerah,
kui;: Dacrah lainnyy sesuui dengan kehutuhan
gaskan lebih lanjut dulam Pusal 68
menetapkan bahwa susunan organisusi pe

dacrah. Ketentuan tersebut dite ayat (1) yang

rangkat daeruh ditetapkan dengan
i yang ditetapkan olel Pcnwrit_uuh.

Peraturan Pemerintah N pada prinsipnya dimaksudkan memberikan
Keleluasaan yang luas kepada Daerah Unuk menetapkan kebutuhin urganisasi
Dengan demikian diharapkan

daerah  dapat menyusun  orgunisasi perangkat  dacrah dengan

mempertimbangkan kewenangan, Karakteristik, potensi g hebutulan,
sumber  dayz dparatur,  serty
aerahy dan/atau dengan pihak Ketigy,

Penetapan organisasi perangku tieerah dalam rngka  memfasilitas

Upaya  pemberdayaan perangkat
dacrah otonom sehingga  dierah dupat lehil meningkitkan pelayanan dun

Kerangki Negars  Kesatwan Republik

Ruang ...
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Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
Pembentukan dan Kriteria Organisasi Perangkat Daerah;

g »

Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Propinsi;
Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;:

(]

d. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;
e. Susunan organisasi Perangkat Daerah;

f. Eselonisasi Perangkat Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan
tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membentuk
organisasi yang efektif, efisien, dan rasional sesuai koﬁdisi dan
kebutuhan daerah.

- Ayat (2) -
Cukup jelas

Ayat (3) ...



Pro -

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Kriteria pembentukan OIgIsast peranghat dieral merupakan tolok

ukur yang memy indikator y

dg harus dipenuhi unigk dupal
membentuk sy

MU organisasi peranghat ducrah,
Ayal (2)

Kriteria Perangkin Daerah yang belum ditetapkan dalum Pe

ditetapkan  daluam

raluran
Pemerintah inj akan Peraturan Pemerintan
tersendiri.

Sekretariat Ducrah, Badun Perencunyun Pembangunan Ducrah, dan
Badan Penguwusan Dacrah tidak  d.auur datam kriteria karena

lembaga tersebut wujib ada disetiap Dacrah,

. Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) :
Cukup jelas

Pasal § ..,
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X Pasal §
Ayat (1) .
Pertanggungjuwaban Kepala  Dinu Daerah Propin.g Kepadi
Gubernur melaluj Sekretaris Daerah adiduh pertiggung jawihan
administru(il'. Pengertian “melalui® bukan berar Kepala Dinas
! Daeruh Propinsi merupakan bawahan langsung Sckretiris Daerah.

Secara struktural Dinas Daerah Propinsi berady langsung i bawal)

Gubernur,

Ayal (2)
Pelaksanaan desentralisasi  dJan dekonsentrasi alely st Dings

Duerah Propinsi  dimaksudkun dulom ranphe clistensi

penyelenggaraan pemerintahan dan untwk  menghingdan lerjadinyy

duplikasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Penetapan jumluh sebanyak 10 (sepuluh) Dinay dipundang sudal,
dapat menampung seluruly kewenangan daerah schingga pelaksanaan
‘pemerintahan i Duerah dapat diluksanakan  secary elektil' dun

efisien.

Ayat (0) ...




Ayt (6)
Berbeda dengin Jumlah Dinug Propinsi lainnya, Jumlah Diay pada
Pemerintah  Propinsi -vD'ucrah Khusus Thukot Jakart sehanyak-
banyaknya 14 (empat belas) Dinas, sama dengan jumlah Dinas pada
Pemerintah Kabupaten/K ota mengingat Pemerintuh Propinsi Daerah
Khusus Ibukot Jukarw tidak memiliki Daerah Kabupaen/ Koty
olonom hal W heraryy, seluruh Kewenangan wiib yang ulg pada
Pemerintah Kul)upulch/Kolu diluksanakan oleh Pemerintal Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jukarta,

Ayal (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayal (9)
Kepala Unijt Pelaksana Dinis " Dueral) Propinsi bertanggung jawan

kepada Kepala Dinus Propinsi yang bersanghutan

Pasal 6 -
Ayal (1)
Pertanggungjawabdn Kepaly Lembagy Tehn Dacrah Propinsi
kepada Gubernur melalug Sekreturis Daveal adaliah
pertanggungjawaban administrar, Pengertian Tmelalug” kg
berarti Kepala Lembiga ek Duvitaly Iapisg merupihag

.. bawahan langsung  Sekretarin Daeraly.

Secary .,
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Secara struktural Kepala Lembag

@ Teknis Davrah Propinsi be
langsung di bawah Gubernur.

rada

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Perbedaan homenklatur Badan dan Kamtor pada Ly

mhuga Teknis
Daerah didasarkun pada hasil perhity "

ngan hriteri -

Ayal (6) )

Penetapan jumlan sebanyak 8 (delapan) Lembags Te

knis Daerah
dipandang suduf duapal me

NAMPURE (Lgas-tugas (ertenty se
tercantum dalam ayat (2) yang tidak diluksanakun oy
Daerah dan Dings Duerah Propinsi.

hagaimang

h Scekretariug

Ayat (7)
Cukup jelas

asal 7....
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Pasal 7

Ayat (1)
Pertanggungjawaban Kepali Sutuan Pulis Pamong Py Kepada
Gubernur meluluj Sekretaris  Daeral adalah Pertangeungjawi iy
administratit, Pengertian “melalyi® bukun berirgj Repala Satuan
Polisj Pamong  Praja merupakan bawahan Lingsung  Scekretaris
Daerah. Sccdru struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja herady
langsung di bawal Gubernur,

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelus

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9 ' ,
Ayat (1)
Perlanggungj;zwuhun Kepala Dings Dacrahy Kabupaten/K oty Kepada.
Bupati/Walikoty melalui - Sekreturia Duacrah adalah perlangpung
Jawaban adminisiruiir, Pengertian “metaly, bukan It Kepala
Dinas Daerul Kubupaten/Koty merupahan  bawahan langsung

Sekretaris Dacruly.

SCCUry ..
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Secara  strukiural Kepala Dinas Duaeral Kabupaten/Kota  beruds
langsung di buwah Bupati/Walikou.

Ayat (2)
Cukup jelas

SAyat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan jumliah sehanyak 14 (emipat belasy Dinas Dacerah Kabupaten
dipandang sudah dapal menampung seluruh Kewenangan daeral, sehingga
oo ‘ pelaksanaan pemerintahyn di Dacrah dupat dilaksanakan secig clekar dun
efisien,
Ayal (5)
 Cukup jelas

v' .Ayal (6)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Dacrah Kabupaten/Kota secars operasionat

dikoordinasikan oleh Camai mengingat Camat merupakan perangkal
Duerah Kabupaten/Kora tertingpi i wilayah  Kecamatn selta untuk

menghindari terjadinya duplikusi pelaksunaan tugas dim fungs

 Pasal 10

 Aval ()
Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Ducrah KabupatensK oty
kepada Bupati/Walikoty nwiului Sckreturis Daeral adalah pertangpung
Jawaban administraur, Peagertian “iielyjui® bukan  berarti Kepala
Lembaga Teknis Du'c."ruh Kubupaten/Kouy merupahan bawahan langsung
Sekretaris Daeruh. Secary struktural Lembaga T'eknis Dacrah berady
langsung di bawaly Bupati/Walikoa,

- Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Cukup Jelas

Avat (3)
Cukup Jelag

Ayat (4)
Cukup Jelas

- Ayat (5)
Perbedaan nomenklutur Badan dan Kunior pudu Lembaga Teknis Daerah
didasarkan pada hasil perhitungan kriteriy.

Ayal (6)
Penetapan  jumlal schanyak 8 (delapan) Lembaga “Teknis Daeral)

Kabupaten/Koty dipandimg sudah dapat Meampung wgas-tugas tertenty

yang tidak dilaksanakan olel Sekretriut Dacral dup Bivas Daerah
Kabupaten/Kota.

Ayul (7)
Cukup jelas

| Pasal 11
Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala  Sutuan  Polisi Pamong  Pruga Kepada
Bupati/Walikoua melalui Sekretaris Duerah adaluh Pertinppunginwaban

administratif, Pengerdan “melalui® hukan berarti Kepala Sataun Polisi

Pumong Praja merupikan bawahun Lingsung Sckretaris Daeralr.

Secara struktural Kepala Satuan oy Pamong Praju herl, Lungsung i

buwah Bupati/Walikota.

Ayal () ...
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Pasal 12

Ayat (1)

Pertanggungjawalyn Cant kepada BupstirWalikow melaluj Sekret

snggungfuwaban administragir, P

RTEN
Daerah adaluh pert engertian “melilyi®
bukan berarti Cuwmu maerupakan bawahan |

dngsung Sekretaris Dieraly,
Secara struktural Canyy berada |

angsung dJds buwh BupatirWalihowy,
Avat (2)

Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Avat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
- Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
: Cukup jelas
Ayat (3)
| Cukup jelas

Pasal 14 ...




- Pasal 14
ﬂ Avat (1)
Cukup jelas

CAYal (2)
Cukup jelas

r\)'ill (3)
Cukup jelas
) [’us;nl 15
Ayiat (1)
Cukup jelas

. Ayul (2)
Cukup jelas

_ Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

“Avat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
CAya (1)
Cukup jelas

FPIHIESIOLN
ROCPUBLIN INDJONE 514
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Ayat (2) ...
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; Ayat (2)

T S

Cukup jelas

: .'Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

L Ayat(5)
‘ Cukup jelas
'Ayut (6)

Cukup jelas

Ayal (7)
Cukup jelas

%-‘__Pus.nl 17
C Avat(l)
Cukup jelas

L Ay )
Cukup jelas

?Pa.xul 18
: Ayal (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) ..,

v T



Ayat (3)
Cukup jelus

Ayal (4)
" Cukup jelas

Avat (5)
Cukup jelas

Avat (6)

Cukup jelas

Fasal 19
Ayai (1)
Cukup jelas

Ayat (2).

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avyat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayal (1)
Cukup jelas

Py . I

R g, gy

I3

I

Ayat () ...
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Ayat(2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat(e)
Cukup jelas

' Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Dalum rangka efisicnsi, Jabitan Kepala Taty Usuliz pada Sekolah Menengal

Kejuruan, Sekolah Luanjutan Tingkul Pertiumia, dan Sckolah Menengah Uimum

struktoral Kareng
Juwabnya dapat dilaksanakan oleh Guru.

iduk harus  dijabat oleh pojabat Lugas dan ingpung

B Pasal 22

Cukup jelas -

:‘ Pasal 23

Pemisahan pengelolaan anggaran dimaksudkan agar terdiapat kejelasan. dalun
pertanggungjawaban.

Pasal 24
. Organisasi dan tara kcrju serta eseton Rumah Sakit Dae

berlaku sepanjang  bhelum diganti - dengun peraturan baru  berdasarkan
Keputusan Presiden,

rah masih tetap

Pasal 25 ...
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- Pasal 25

Cukup jelas

-~ Pasal 26

Dengan berlakunya ketenwan ini penctapan Peraturan Dicral mengeni

pengecualian organisasi perangkat duerah, hary diupat ditetaphan  setelah
mendapal persetujuan Presiden.

- Pengusulan pengecualian tersebul disampaikan oleh Kepala Daeral kepada
~Menteri Dalam Negeri, selanjutnys Menieri Dalam Negeri mengusulkan

Kepada Menteri yang bertungpung juwaub di bidang pendayagunain wparatur

hegara untuk diproses lebih lanjut.

- Penjubat Kepala Daerah dalam ketentuan ini adalal Gubernur untuk Propinsi,

Bupati untuk Kabupaten, dan Walikou untuk Kota.

-

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Avyat (2)

Masa 2 (dua) tahun pemberlakuan penyesuaiun atas Peraturan Pemerintah

ini dimaksudkan agar Daerah dapat menyiapkan diri dengan sebaik-

baiknya dalam penatuan organisasi dan kepegawatannya,

Pasal 29 ..,
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PRESIDEN
REPUBL.IK INDONEC SIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  : B TAHUN 2003 )
"TANGGAL : 17 FEBRUARI 2003

PERHITUNGAN SKOR PENETAPAN KRITERIA
PENATAAN ORGANISAS PERANGKAT DAERAH

3f_ii(n‘ten‘a Organisasi Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan faktor-faktor sebagaj
berikut ;

A FAKTOR UMUM (PROPINSI)

|
NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
1 2 3 4 ]
1| Luas Wilayah {(Km?)
< 45.000 400 16 Skor
45.000 - 75.000 700 4 28 Skor
>75.000 1000 40 Skor

2 | Jumiah Penduduk {Jiwa)

; < 3.000.000 - 400 16 Skor
u 3.000.000 - 9.000.000 700 4 28 Skor
5 > 8.000.000 1000 40 Skor

3 | Ratio Belanja Aparatyr
dalam APBD (%) -

> 50 400 16 Skor
T 30- 50 700 4 28 Skor
( <30 .. 1000 . 40 Skor
4 | Jumlah Kabupalen/Kola
<10 400 16 Skor
10-20 . 700 4 28 Skor
>20 1000 40 Skor
S | Aspek Karakteristik Daerah
Pengembangan/Penumbuhan .
- Lokal/Regional 400 16 Skor
- Nasional 700 4 28 Skor
- Intemasionaj 1000 40 Skor
h
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B. FAKTOR UMUM (KABUPATEN)
h
NO INDIKATOR Skala Nilal | Bobot (%) Skor
i 1 2 3 4 5
1 Luas Wilayah (Km?)
< 15.000 400 16 Skor
15.000 - 30.000 700 4 28 Skor
> 30.000 1000 40 Skor
2 | Jumiah Penduduk (Jiwa)
<400.000 400 8 Skor
400.000 - 750.000 700 2 14 Skor
> 750.000 1000 20 Skor
3 | Ratio Belanja Aparatur
dalam APBD (%)
>50 400 16 Skor
30-50 700 4 28 Skor
<30 1000 40 Skor
4 Jumlah Kecamatan
3-9 400 8 Skor
10-20 700 2 14 Skor
>20 1000 20 Skor
5 | Jumlah Desa Dalam Kabupaten ‘ :
<50 400 16 Skor
50- 100 700 4 28 Skor -
>100 1000 40 Skor
6 | Aspek Karakter.stik Daersh
Pengembangan/Pertumbuhan-
- Lokal/Regional 400
- Nasional 700
- Intemasional 1000
A
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.~ FAKTOR UMUM (KOTA)
NO INDIKATOR 'Skala Nilai | Bobot (%) [ Skor
|
1 2 ] 4« | s
i
1 Luas Wilayah (Km?) ;
<25 400 16 Skor
25-50 700 4 ’ 28 Skor
| >50 1000 i 40 Skor
2| Jumlah Penduduk (Jiwa) |
< 100.000 400 ! 8 Skor
100.000 - 200.000 700 2 P14 Skor
> 200.000 1000 . 20 Skor
K| Ratio Belanja Aparatur |
dalam APBD (%) ;
> 50 400 16 Skor
30- 50 700 ¢ | 28 skor
<30 1000 40 Skor
'!
4 Jumlah Kecamatan o .
3 400 I8 Skor
3-5 700 ? - 14 Skor
>5 1000 . 20 Skor
- —_ .
5 Jumiah Kelurahan Dalam Kota
<10 ' 400 16 Skor
: 10-20 700 4 28 Skor
" >20 1000 40 Skor
6 Aspek Karakleristik Daerah
] Pengembangan/Pertumbuhan
| - Lokal/Regional 400 I 16 Skor
- Nasional 700 4 | 28 Sior
: - Internasional 1000

, 40 Skor
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“D. FAKTOR TEKNIS (Kabupaten/Kota)
L BIDANG PERTANIAN
NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
1 2 3 4 5
1| Luas lahan pertanian {Ha)
< 100.000 400 28 Skor
100.000 - 300.000 500 7 42 Skov
300.001 - 500.000 800 56 Skor
> 500.000 1000 70 Skor
2 | Luas lahan sawah irigasi (Ha)
< 10.000 400 28 Skor
10.000 - 20.000 600 7 42 Skor
20.001 - 30,000 800 56 Skor
> 30.000 1000 70 Skor
3 | Luas lahan sawah non irigasi (Tadah
Hujan) (Ha)
<10.000 400 24 Skor
10.000 - 20.000 600 6 36 Skor
20.001 - 30.000 800 48 Skor
> 30.000 1000 60 Skor
4 | Sistim pengolahan peftanian
Teknologi modern (mekanisasi) - 400 24 Skor
Intensifikasi (tumpangsari) 700 6 42 Skor
Tradisional (animal iracticn) 1 000 60 Skor
5 | Luas lahan perkebunan Rakyat (Ha) J
< 20.000 400 24 Skor
20.000 - 50.000 600 H 36 Skor
50.001 - 80.000 800 48 Skor
>80.000 1000 60 Skor
6. | Luas Tanaman Pangan Inlensifikasi
dibanding Areal Tanaman Tolal (%)
<20 400 24 Skor
20-50 700 6 42 Skor
> 50 1000 60 Skor—.L
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NO INDIKATOR Skala Nilal Bobot (%) Skor
1 2 3 4 S
7 | Populasi ternak menurut jenisnya
Ternak besar {sapi, kerbay, kuda) 400 16 Skor
Ternak kecil (babi, karnbing_, fusa, domba) 550 22 Skor
Ternak unggas (ayam, itik, puyuh, enlok) 700 6 28 Skor
Aneka lernak (kelingi dll) 850 34 Skor
Hewan kesayangan 1.000 40 Skor
§ [ Jumiah Rumah Polong Hewan (RPH)
<5 400 24 Skor
5-10 700 6 42 Skor
>10 1000 60 Skor
8 | Jumlah Pasar hewan
<5 300 24 Skor
5-10 700 6 42 Skor
>10 1000 60 Skor
10 | Potensi ekspor hasil lernak (US §)
~{ <1.000.000 400 24 Skor
1.000.000 - 2.000.000 700 6 42 Skor
> 2.000.000 1000 60 Skor
11| Penyediaan pakan ternak )
Padang rumpulipadang pengembalaan 400 24 Skor
Produksi hijauan pakan 1000 6 60 Skor
12 | Jumiah peternak/rumah tangga peternak
(PRT)
< 50.000 400 24 Skor
50.000 - 100.000 700 6 42 Skor
>100.000 1000 60 Skor
13 | Perusahaan bidang pelernakan (Usaha)
<30 $00 24 Skor
30-50 700 6 42 Skor
> 50 1000 60 Skor
L ——————
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. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO INDIKATOR Skata Nilai | Bobot (%) [ Skor
1 2 3 « |
1| Pemanfaatan Sumber Daya Laut ' l
Eksplorasi [ 400 32 Shor
Eksplorasi dan Eksploilasi l 700 8 56 Skur
Eksplorasi, Eksploitasi & Konservas, b 1000 80 Skor
‘ |
2 [ Jumlah Perijinan Usaha Budidaya dan ;
Penangkapan lkan _
<5 [0 b 32 Skor
5-10 . 700 8 i 56 Skor
>10 L1000 | 80Skor
3 | Sumber Daya Kelautan
Perikanan tangkap : 400 32 Skor
Perikanan tangkap dan budidaya ! 700 8 56 Skor -
Perikanan langkep, budidaya. minyak |
dan mineral 1000 80 Skor
4 | Jumlah Armada Perahu tanpa Molor
< 100 I 400 28 Skor
100 - 200 - 700 7 49 Skor
> 200 1000 70 Skor
5 | Jumlah Armaga Kapal Motor Tempel , :
, <50 D400 ! ‘28 Skor
| 50 - 100 ) 700 |7 49 cker
> 100 | 1000 | 70 Skor
8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) !
<5 : 400 .28 Skor
5-10 700 7 49 Skor
>10 1000 70 Skor
7| Produksi Ikan Laul {Ton/Tahun)
; < 2000 400 28 Skor
2000 - 5000 700 7 49 Skor
> 5000 1000 70 Skor
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No INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
2 3 4 5

Luas Wilayah Laul(km?)
<3.000 400 24 Skor
3.001-7.500 700 6 42 Skor
>7.500 1000 60 Skor
Luas Wilayah Perairan Umum (Km?)
<500 400 32 Skor
500 -1.000 10C 8 % Shor
>1.000 1000 80 Shkor -
Sumber Daya Ikan Air Tawar
Modern 400 7 28 Skor
Tradisional 1000 70 skor
Pengolahan Hasil Perikanan
(Ton/Tahun)
< 2000 400 28 Skor
2000 - 4000 700 7 49 Skor
> 4000 1000 70 Skor
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. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot {%) Skor
1 2 3 4 S
1 Eksploitasi, eksplorasi sumber daya
: Mineral 400 80 Skor
Air Tanah 700 20 140 Skor
Mineral dan air tanah 1000 | 200 Skor
2 | Jumiah Jenis Pertambangan Umum
<3 400 80 Skor
3-5 700 20 140 Skor
>5 1000 200 Skor
3 { Jumlah Lokasi Pertambangan Umum
; <5 400 80 Skor
? 5-10 700 20 140 Skor
] >10 1000 200 Skor
4 | Kapasitas Air Tanah Untuk Swasla {%)
Rendah (<10) 400 40 Skor
Sedang (10-30) 700 10 70 Skor
Tinggi (>30) 1000 100 Skor
5 | Permasalahan Penambangan Rakyat
Rendah (<5) 400 40 Skor
Sedang (5-20) 700 10 70 Skor
Tinggi (>20) 1000 100 Skor
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fic KEHUTANAN
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INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) | ~ Skor
2 3 A )
oy Luas Kawasan Hutan Produksi (Ha) \
' <10.000 400 80 Skor
10. 000 - 20. 000 700 20 140 Skor
L' > 20. 000 1000 200 Skor
-1 21 Luas Tanaman hulan rakyal (Ha)
| < 10. 000 400 80 Skor
10. 000 - 20. 000 700 20 140 Skor
>20.000 1000 200 Skor
3 | Luas Lahan Kiitis (Ha)
< 10. 000 400 80 Skor
10. 000 - 20. 000 700 20 140 Skor
> 20. 000 1000 200 Skor
4 | Jumlah aneka usaha kehutanan
| <5 400 40 Skor
. 5-10 700 10 70 Skor
j >10 1000 100 Skor
5 | Volume Produksi Hutan Rakyal Vs Hasil
Produksi Hutan (%) '
Kecil (<10) 400 40 Skor
Sedang (10- 50) 700 10 - 70 Skor
Besar (>50) 1000 100 Skor
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V. .BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
1 2 3 4 5
1 [ Jumlah perusahaan skala besar -
<10 400 40 Skor
10-20 700 10 70 Skor
>20 1000 100 Skor
2 | Jumlah perusahaan sedang
<50 : 400 40 Skor
50 - 100 700 10 70 Skor
> 100 1000 100 Skor
3 | Jumlah perusahaan kecil
<100 400 40 Skor
100 - 200 700 10 70 Skor
> 200 1000 100 Skor
4 | Nilai perdagangan ekspor dan impor
(Rp/Milyar/Tahun)
< 100 400 40 Skor
100 - 500 700 10 70 Shor
> 500 1000 100 Skor
) Jumlah Jenis usaha kerajinan
<10, <J0 U Ghen
10-20 700 10 70 Sk
>20 1000 100 Shor
6 | Jumlah pengrajin
100 400 40 Shor
100 - 500 700 10 70 Sken
> 500 1000 100 Shor
7 Luas area kawasan indyssi {Ha)
< 10.000 400 40 Shux
10.000 ~ 20.000 700 0 70 Skur
> 20.000 1000 100 Sko
8 | Jumiah pasar swalayan
<5 400 40 Skor
5-10 700 10 70 Skor
>10 1000 100 Sko:—l
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BIDANG KOPERASI DAN USAKA KECIL MENENGAH

NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
1 2 3 4 5
1 Jumiah koperasi dan UKM (buah)
<50 400 80 Skor
50100 700 20 140 Skor
>100 1000 200 Skor
2 Jumiah jenis usaha yang dikelola
{Buah)
<20 400 80 Skor
20- 40 700 20 140 Skor
>40 1000 200 Skor
3 Jumlah anggota koperasi dan UKM -
<200 400 80 Skor
200 - 300 700 20 140 Skor
> 300 1000 200 Skor
4 Trend Pengembangan diversifikasi
usaha koperasi
Tinggi (>10) 400 40 Skor
Sedang (5- 10) — 700 10 70 Skor
Rendah (<5) 1000 100 Skor
5 Klinik manajemen di masyarakat -
Ada (Berkembang) 400 40 Skor
Ada (Belum Berkembang) 700 10 * 70 Skor
Belum ada 1000 100 Skor
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VHl. BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH

—

NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor

S | 2 3 y 5

1| Jumlah Investor Asing/Dalam Negeri

. <5 400 80 Skor
- 5-10 ' 700 20 140 Skor
>10 1000 200 Skor

2 | Kelersediaan Polensi Investasi

- Lokal/Regional 490 80 Skor
- Nasional 700 20 140 Skor
- Internasional 1000 200 Skor

3 | Jumlah Permohonan/Pengajuan

Investasi
<10 400 80 Skor
10 - 20 .- 700 20 140 Skor

>20 ‘ 1000 200 Skor

4 | Trend Penanaman Modal dalam 1 (saty)

tahun N v
<3 apiikasi - 400 80 Skor
5-10 aplikasi 700 20 140 Skor

1> 10 aplikasi : 1000 200 Skor




VIl

BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!

NO INDIKATOR Skala Nilai Bobot (%) Skor
1 2 3 4 §
1 [ Jumlah angkatan kerja (orang)
<1juta ’ 400 40 Skor
Tjuta- Jjula 700 10 70 Skor
>3 juta 1000 100 Skor
2 | Jumish balailembaga pelatihan kerja :
<10 400 40 Skor
10- 25 700 10 70 Skor
>25 1000 100 Skor
3 | Jumlah perusahaan
<50 400 40 Skor
50- 100 700 10 70 Skor
>100 1000 100 Skor
4 | Organisasi pekerjalpengusaha
Tidak ada 400 9 36 Skor
Ada 1000 90 Skor
3 | Jumlah sengkela/kasus
pekerja/pemerantaraan PHI/PHK
<§ 400 36 Skor
5- 10 700 9 63 Skor
>10 1000 90 Skor
& | Jumlah perusahaan yang ikul o
program JAMSOSTEK/Jaminan
Sosial Lainnya
> 100 400 36 Skor
50- 100 700 9 63 Skor
<50 1000 90 Skor
7| Jumiah perusahaan yang
memerlukan inspeksi K3
<10 100 36 Skor
10- 20 700 3 63 Skor
>20 1000 90 Shor
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INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) " Skor
2 3 4 5
Sasigg transmigran (KK) 40 32 §kof
500 - 1000 100 8 36 Sk
> 100 W0 LN
Polensi lokasi transmigrasi
Tidak ada 400 32 Skor
Ada 1000 8 80 Skor
Pembinaan transmigrasi
Ada 400 32 Skor
Tidak ada 1600 8 80 Skor
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" IX. BIDANG KESEHATAN
NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot(%) |  skor
'!' N
- 1 2 3 4 5
1 Jumlah Rumah Sakit
<5 400 36 Skor
5-10 700 g 63 Skor
>10 1000 90 Skor
2 Jumlah Puskesmas dan Klinik
Kesehalan .
<25 400 36 Skor
25-50 700 9 63 Skor
>50 1000 90 Skor
3 | Jumlah Dokter dan Bidan .
Praktek
<100 400 32 Skor
100 - 150 700 8 56 Skor
> 150 . 1000 80 Skor
4 Usia harapan hidup (tahun)
>70 _ 400 32 Skor
70 - 50 700 8 96 Skor
<50 1000 80 Skor
5 Angka kematian Bayi (KH)
< 15/1000 400 32 Skor
15/1000 - 20/1000 700 8 Y6 Skor
> 20/1000 1000 80 Skor
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NO INDIKATOR * - Skala Nilal | Bobot {%) Skor
1 2 3 4 S
6 | Angka kemalian by melahirkan
(penduduk)
< 5/1000 400 32 Skor
511000 - 1071000 700 8 56 Skor
> 10/1000 1000 80 Skor
7 Epidemik Malaria Vs Jumiah
penduduk (%)
< 400 32 Skor
1.5 700 8 56 Skor
>5 1000 80 Skor
8 Prevalensi KEP Tolal (%)
<20 400 32 Skor
20-25 700 8 56 Skor
>25 1000 80 Skor
9 Jumiah Apolek/Toko Obat
<d ‘ 00 32 Skor
5.10 700 8 56 Skar
>10 1000 80 Skor
10 | Rumah Sakit Jiwa/Kusta
Tidak ada ' 300 5 24 Skor
Ada 1000 60 Skor
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X BIDANG PENDIDIKAN
| NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
1 2 - 3 4 5
1| Jumlah SD/sederajat {buah}
<500 - 100 &1 Shor
500 - 750 700 6 42 Skor
>750 1000 60 Skor
2 | Jumlah SLTP/sederajat {buah)
<100 400 24 Skor
100 - 200 : . 700 6 42 Skor
>200 -, 1000 6t} Skor
RS .
3 | Jumiah SLTA/sederajal (buah)
<20 400 24 Skor
20-40 700 b 42 Skor
> 40 1000 60 Skor
4 Jumiah Gury T ‘
< 3000 400 24 Skor-
3000 - 6000 700 6 42 Skor
> 6000 1000 60 Skor
| - 5 | Jumlah Balai Pelalihan dan Penataran
Gury
<§ 400 24 Skor
5-10 700 6 42 Skor
>10 ) 1000 60 Skor
6 | Jumlah Museum, Peninggalan Sejarah,
Kepurbakalaan, Pengembangan Baka
dan Budaya TradisionaI/Daqrah
<d 4 400 24 Skor
5-10 — 700 6 42 Skor
>10 1600 60 Skor
7 Jumlah Kegiatan dan Sarana
Kepemudaan :
<5 400 24 Skor
5-10 700 6 42 Skor
>10 1000 _ 60 Skor
8 | Jumlah Pamong Belajar
<50 ' 400 24 Skor
- 50- 100 7 700 6 42 Skor
>100 1000 60 Skor
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No INDIKATOR Skala Niai { Bobot (%) Skor
1 2 3 4 $
| 8 | Jumlah Organisasi Olah Raga
<50 400 24 Skor
50-100 700 6 " 42 Skor
>100 1000 60 Skor
10 | Jumiah Organisasi Kesenian
<50 400 24 Skor
50- 100 700 6 42 Skor
> 100 1000 . 60 Skor
11| Jumlah Taman Kanak-Kanak .
<50 400 20 Skor
50-100 700 S 35 Skor
>100 - 1000 50 Skor
12 [ Jumiah Usia Wajib Belajar (orang)
<2000 400 20 Skor
2.000 - 4.000 ] _ 700 5 35 Skor
>4.000 1000 50 Skor
13 | Jumlah Murid SD, SLTP, SLTA
< 3.000 T 400 20 Skor
3.000 - 5.000 700 5 35 Skor
> 5.000 1000 50 Skor
14" | Tingkal Daya Serap Kelulusan Sekolah
ke Sekolah Yang Lebih Tinggi (%)
~{ <40 (Kurang) 400 20 Skor
40-60 (Sedang) 700 5 35 Skor
> 60 (Tinggi) 1000 50 Skor
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JBIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL_ ,

“bel

INO INDIKATOR

Skala Nilai Bobot (%) Skor
1 2 3 4 5
Jumiah panti sosial
<10 A0 LY AT
AVERA EANN! % R Sk
>1% 1000 B0 Skax
2 | Jumiah Pekerja Sosial {Profesional ‘ ‘
dan Fungsional)
<100 400 28 Skor
100 - 200 700 7 49 Skor
>200 1000 70 Skor
3 | Potensi rawan bencana (Kelaparan,
Banjir, Gunung meietys, Gempa Bumi,
Pengungsi korban konflik
horizontalfvertikal d) (tahun/kali)
<5 400 28 Skor
5-10 700 7 - 49 Skor
>10 1000 70 Skor
4 | Potensi masalah imigran - ‘
Tidak ada 400 28 Skor
Ada 1000 7 70 Skor
S | Jumlah panii jompo — ) 1
<5 400 28 Skor
5-10 700 7 49 Skor
>10 1000 70 Skor
€ | Jumlah panti asuhan _
<15 400 28 Skor
15-30 700 7 49 Skor
>30 1000 70 Skor
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No INDIKATOR Skala Nilai | ‘Bobot (%) Skor

7| Jumiah panti rehabiiitasi penderita

cacat }

<2 | 400 . 40 Skor
12-4 700 0 70 Skor

>4 1000 100 Skor

8 | Jumlah panti pijat/ tuna nelra

<5 400 28 Skor
5-10 700 7 49 Skor
>10 1000 70 Sko

9 | Jumiah penduduk di daerah rawan
bencana {KK)

<1000 _ 400 28 Skor
1.000 - 5000 700 7 49 Skor
> 5,000 _ 1000 70 Skor

10 | Jumlah gefandangan dan pengemis

<300 400 28 Skor
300 - 500 700 7 49 Skor
> 500 1000 70 Skor

11 | Jumiah Penyandang Masalah Sosial

Lainnya

<100 400 24 Skor
100 - 200 700 6 42 Skor
> 200 1000 60 Skor
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Xli. BIDANG PEKERJAAN UMUM
NO INDIKATOR Skala Nilai Bobot {%} Skor
1 2 3 . : 4 5
1 Panjang sungai dan panai (Km)
<500 400 24 Skor
500 - 1000 700 6 42 Skor
> 1000 - 1000 60 Skor
2 | Jumiah waduk/embung dan
danau (buahj
<3 400 24 Skor
3-5 _ . 700 6 42 Skor
>5 1000 60 Skor
3 Jumiah bendungan (buah) .
<3 400 "24 Skor
3-5 700 6 42 Skor
>5 1000 | 60 Skor
4 | Jumlah keragaman pemanfaatan
sumber daya air (buah)
<3 400 24 Skor
3-5 T 700 6 42 Skor
>5 ] 1000 60 Skor
5 | Jumiah Perkumpulan Pelani
Pemakai Air (P3A) ,
<10 400 24 Skor
10-20 700 » 42 Skor
>20 1000 60 Skor
6 | Luas daerah irigasi {Ha)
< 5000 400 24 Skor
5000 - 10.000 700 G 42 Skor
>10.000 1000 60 Skor
L“t
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\NO \ INDIKATOR \ Skala Nilai \ Bobot (%)\ Skor \
Y WS W W
' T\ durleh peraleian beral il \ \ W

| 400 24 Skor

<9
15 - 30 700 6 42 Skor
>30 .. 1000 60 Skor

8 | Luas daerah irigasi kecil & rawa
lebak serta irigasi air tanah (ha)

<400 400 24 Skor
400 - 800 700 6 42 Skor
| > 800 1000 60 Skor

9 | Jalan Desa (Km)

<150 400 24 Skor

150 - 300 700 6 .42 Skor

>300 1000 60 Skor
10 | Jalan Kabupalen (Km)

<50 400 24 Skor .

20 - 100 70 6 42 Skor

>100 1000 60 Skor
11 |'Jaian Kota (Km)

<25 400 ~ 24 Skor

25- 50 700 6 42 Skor

>50 ’ 1000 60 Skor
12| Luas wilayah terbangun (%) . _

<20 400 24 Skor

20-50 - 700 6 42 Skor

>50 1000 60 Skor

Jumlah Penduduk Yang Terlayani
Sislem Pengelolaan Limbah
Terpusat (%)

<20 400 16 Skor
20- 30 700 4 28 Skor
>30 1000 40 Skor

Jumlah Penduduk Yang Terlayani
Sistem Pengoiahan Sampah (%)

<20 400 | 16 Skor
20- 30 - 700 4 28 Skor
>30 1000 40 Skor
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"Xl BIDANG PERHUBUNGAN
NO INDIKATOR Skala Nilai { Bobot (%) Skor
1 2 3 4 S
1| Jumiah Pelabyhan Pelayaran (Antar
Pulau, Pelayaran Rakyat, lokal)
<2 400 48 Skor
12-3 700 12 84 Skor
>3 1000 120 Skor
2 | Jumlah Arus Barang Antar Pulay (Ton)
<3Jula 400 40 Skor
3 -5Juta 700 10 70 Skor
> 5§ Juta 1000 100 Skor
3 | Panjang Jalan Kabupaten}Kola (Km)
<50 400 48 Shor
50- 100 700 12 84 Skor
> 100 1000 120 Skor
4 | Jumlah Lokasi Jembatan Timbang
<5 400 48 Skor
S -10 700 12 84 Skor
>10 1000 120 Skor
5 | Jumlah Terminal Penumpang =
<2 ' 400 48 Skor
! 2-3 700 12 -~ 84 Skor
>3 1000 120 Skor
6 | Jumlah Perusahaan Otobis
<5 400 48 Skor
5-10 700 12 84 Skor
> 100 1000 120 Skor
7 [ Kendaraan wajib up per tahyn
<500 400 40 Skor
500 - 1000 700 10 70 Skor
> 1000 1000 100 Skor




PHRESIDEN
MU UL INDONL S1A

24

" XIV. BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

NO INDIKATOR Skala Nilal | Bobot (%) Skor
1 2 3 4 $
11 Jumiah Sarana Pengolahan Limbah
<3 400 40 Skor
3-6 700 10 70 Skor
>6 - 1000 100 Skor
2 | Jumlah Perusahaan yang memeriukan
AMDAL - ,
<5 400 40 Skor
5-10 . 700 10 70 Skor
>10 1000 100 Skor
3| Jumlah Laboratorium lingkungan
<2 400 40 Skor
2-3 700 10 70 Skor
>3 , 1000 100 Skor
4 | Tingkat Pencemaran Air {%) |
Rendah (<5) 400 40 Skor
Sedang (5-20) 700 10 70 Skor
Tinggi (>20) 1000 100 Skor
- 5 | Tingkat Pencemaran Udara (%)
Rendah (<5) 400 40 Skor
Sedang (5-20) ) 700 10 70 Skor
Tinggi (>20) - 1000 100 Skor
€ | Tingkat Pencemaran dan Kerusakan
LautPantai (%)
Rendah (<5) 400 40 Skor
Sedang (5-20) ’ 700 10 . 70 Skor
Tinggi (>20) 1000 100 Skor
71 Tingkat Pencemaran Ta'nah (%)
Rendah (<5) - 400 40 Skor
Sedang (5-20) 700 10 70 Skor
Tinggi (>20) 1000 100 Skor
8 | Produksi Limbah B3 Itahun (Ton)
<1 400 40 Skor
1.5 700 10 70 Skor
>5 1000 100 Skor




INDIKATOR Skala Nilai | Bobet (%) Skor
2 3 4 .5
Jumiah pesawal Televisi (buah)
< 25.00(? 400 80 Skor
25.000 - 50.000 700 20 140 Skor
> 50.000 1000 200 Skor
J(ug\néah WARNET (ou ah) A 0 Skat
Q- N N ALWVRNTY
>N L0 00 Skt
\ \ l -
Jumiah Stasiun Radip -
<2 400 40 Skor
2-5 700 10 70 Skor
>5 1000 100 Skor
Jumiah Media Informasi Celak
<5 : 400 40 Skor
5-10 - 700 10 70 Skor
>10 1000 100 Skor
Trend Dinamika Issue Dalam Media
Massa — ,
<2 (Rendah) 400 40 Skor
2-10 (Sedang) 700 10 70 Skor
> 10 (Tinggi) 1000 100 Skor
Trend Perkembangan NGO S
<2 {Rendah) 400 ) 40 Skor
2-10 (Sedang) 700 10 70 Skor
>10 (Tinggi) 1000 100 Skor
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KVl BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO INDIKATOR Skala Nilai { Bobot (%) Skor
g 2 | 3 4 5
1 Jumlah Obyek Wisata
<5 400 B0 Skor
5-10 T 700 20 140 Skor
>10 1000 200 Skor
2 Jumiah Resloran
<10 400 40 Skor
10-15 700 10 70 Skor
>15 1000 100 Skor
3 Jumiah Wisalawar per Bulan .
< 1000 ' 400 40 Skor
1000 - 2000 700 10 © 70 Skor
> 2000 1000 100 Skor
4 | Jumiah Biro Perjalanan ,
<5 400 40 Skor
5-10 700 10 70 Skor
>10 . 1000 100 Skor
5 Jumlah Jenis Kesenian Tradisional -
<3 : 400 40 Skor
3-5 700 10 70 Skor
>5 : 1000 100 Skor
6 Jumiah Hotel _
<2 400 40 Skor
2-5 700 10 70 Skor
>5 1000 100 Skor
7 Jumlah Asosiasi Kepariwisalaan
<2 400 40 Skor
2-5 . 700 0 70 Skor
>$ 1000 100 Skor
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l. BIDANG KESBANG DAN LINMAS
INDIKATOR kSka\a Nilai \ Bobot () \ Skor *\
2 B \ o s
Tingkat Komposisi Antar Suku dan Einis \ . :
(Kemajemukannya)
<3 400 80 Skor
3-5 700 20 140 Skor
>5 1000 200 Skor
Intensitas/irekyens; Kerusuhan Sosal
(kalitahun) .
1 400 80 Skor
2-5 700 20 140 Skor
>5 1000 200 Skor
Jumlah Lembaga Adat
<5 400 40 Skor
5-10 700 10 70 Skor
> 10 1000 100 Skor
Jumlah Lembaga Keswadayaan
Masyarakat
<10 400 40 Skor
10-15 700 10 70 Skor
>15 1000 100 Skor
Jumlzh Partai Politik
<5 400 20 Skor
5-10 700 5 35 Skor
>10 1000 50 Skor
Jumiah Organisas; Keagamaan .
<5 400 20 Skor
5-10 700 5 1 35 Skor
> 10 1000 30 Skor
Jumlah Ormas Kepemudaan dan
Mahasiswa '
<10 400 20 Skor
10- 30 700 5 35 Skor
>30 1000 50 Skor
Jumlah Organisas; Kemasyarakatan
<80 <00 .| 20 Skor
30- 100 700 5 35 Skor
>100 1000 50 Skor
S T

\
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". KVIIL. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO INDIKATOR Skala Nilal | Bobot (%) |  Skor

1 2 3 4 5

! | Prosentase Keluarga Pra Sejahlera (%)
<10 400 40 Skor
10-20 700 10 70 Skor
>20 1000 100 Skor

2 | Jumiah Usaha Ekonomi Masyarakat (Seklor)
<5 400 80 Skor
5-10 700 20 140 Skor

>10 1000 _ 200 Skor

3 | Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Qleh
Masyarakal (%)

>50 400 40 Skor
10-50 .- 700 10 70 Skor
<10 1000 100 Sker

4 | Tingkat Peran Sera Perempuan Dalam
Peningkatan Kesejahleraan Keluarga (%)

>20 400 20 Skor

10- 20 700 5 35 Skor

<10 1000 S0 Skor
5 | Pembinaan Polensi Pengembangan Desa

Swasembada : 400 40 Skor

B Swakarya 700 10 70 Skor

Swadaya ] 1000 100 Skor
6 | Jumlah UPSIKPS Air Bersin Pedesaan J

<3 400 20 Skor

3.5 700 5 35 Skor

>5 1000 50 Skor
7 | Ketersedian Data Based Profil Desa

Tersedia (lengkap). 400 80 Skor

Tersedia (tidak lengkap). ) 700 20 140 Skor

Tidak tersedia 1000 200 Skor

-
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. BIDANG PENDAPATAN DAERAH
NO INDIKATOR Skala Nilai | Bobot (%) Skor
i 2 3 4 5
1| Jumiah pemasukan dari relribusi
Rp/Milyar
(c p5 a0 400 80 Skor
510 700 20 140 Skor
> 10 1000 200 Skor

2\ Targel retribusi (Rp/Milyar)
<5 400 40 Skor
§5-10 700 10 70 Skor
>10 1000 100 Skor
3 | Jumlah jenis retribusi
<10 . 400 40 Skor
10- 20 700 10 70 Skor
>20 1000 100 Skor
4 [ Jumiah jenis pajak ,
<10 400 40 Skor
10- 20 700 10 70 Skor
>20 X 1000 100 Skor
5 | Potensi Ekstensifikasi Wajib Pajak
Tidak ada 400 40 Skor
Ada 1000 10 100 Skor
6 | Usaha Intensiikasi Pajak
Tidak ada 400 40 Skor
Ada 1000 10 100 Skor
7| Jumiah jenis pajak Daerah
<10 400 40 Skor
10- 20 700 10 70 Skor
>20 1000 100 Shor
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FAKTOR TEKNIS (Propinsi)

L

Interval indikalor dalam ukuran kuantitas adalah interval indikator Kabupaten/
Kota dikalikan jumlah Kabupaien/Kota masing-masing Propinsi.

Interval indikator dalam ukuran kualitas sama dengan interval indikalor
Kabupaten/Kota.

3. Bidang pada faktor teknis Propinsi sama dengan bidang pada faklor teknis
Kabupaten/Kota (I-XIX). ]
Skala nilai, bobot dan skor pada faktor teknis Propinsi sama dengan skala nilai,
bobot dan skor pada faktor teknis Kabupaten/Kota.

PERHITUNGAN TOTAL SKOR

Perhitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

Faktor umum dan faktor teknis mempunyai interval skala nilai dari 400 s.d. 1000;
Prosentase faktor umum = 20% dan fakior leknis = 80%:

Total Skor kurang dari 500 skor, belum dapat dibentuk organisasi perangkal
daerah yang berdiri sendifi, dan fungsinya digabung dengan fungsi yang
sejenis dan serumpun: , |

Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, dapal dibentuk organisasi
perangkat daerah yang berdiri sendiri, berbentuk Kantor: -

e. Total ...
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e.  Total Skor lebih dari 758 skor dapal dibentuk organisasi

perangkat daerah yang
berdiri sendiri berbentuk Dinas atau Badan.
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